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WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR 27 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan daJam pasal 16 Undang­ 
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi, setiap Pegawai Negri Sipil atau 
Penyelenggara Negara yang menerirna Gratifikasi wajib 
melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 angka 8 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negri Sipil, setiap Pegawai Negri Sipil 
dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa 

saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan 
jabatan dan/atau pekerjaao; 

c. bahwa berdasarkao pertimbangan sebagaimana 
dimaksut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Palopo; 

Mengingat 1. Undaog-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pckok­ 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah cliubah dengan Undang-Undaog Nomor 43 Tahun 
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tenta.ng 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

4. Undang-undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tenta.ng 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republic Indonesia Nomor 4186); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5051); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi.k 

Indonesia nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambabsn Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia 5679); 
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8. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang 

Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

nomor 141, Tamabahan Lembaran Negara republik 

Indonesia nomor 4449); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinta.h, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota ( Lembaran Nera Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 

Sistem Pengenda)ian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negri Sipil ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8); 

lleaetaplam : PERATURAII 

PEDOIIAR 

LIRGKU!IGAB 

WALIKOTA 

PEIIGEIIDALIAII 

• ' . .  1 J1 •  •  

PALOPO TEBTAIIG 

GRATIFIKASI DI 

TAB KOTA PALOPO 

BAB I  

KETElfTUAII UIIUII 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalab Kota Palopo 
2. Pemerintah Kota adalab Pemerintah Kota Palopo 
3. Walikota ads)ab Walikota Palopo 

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palopo 
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5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah 

Lembaga Negara yang bertugas melalrukan upaya pemberantasan 

korupsi secara independen 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
ispektorat, dinas, badan dan kecarnatan. 

7. Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 
Negri Sipil Daerah Kota Palopo. 

8. Calon Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah 

Calon Pegawai Negri Sipil Daerah Kota Palopo. 

9. lnsan Pemerintah Kot.a Palopo adalah Walikota, Wakil Walikot.a, 

Pegawai Negri Sipil, Calon Pegawai Negri Sipil, Dewan Kornisaris BUMD, 

Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Tenaga Kontrak Kerja, Pegawai yang 
bekerja untuk dan at.as nama Pemerintah Kot.a Palopo yang 

dibayar / digaji oleh Pemerintah Kota Palopo termasuk anggota keluarga 
inti ( suami/istri dan anak dan atau anak yang tercatat di pencatatan 

sipil.) 
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi 

penerirnaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat 
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cwna, dan fasilitas 

lainnya. 
1 1 .  Penerimaan Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah Garatifikasi 

yang diterima oleh Insan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan 

jabatan dan kedudukan atau berlawanan dengan tugas dan kewajiban 

dari Insan Pemerintah Kota. 

12. Penerirnaan Grtifikasi daJam kedinasan adalah Gratifikasi yang 

diterima oleh lnsan Pemerintah Kota, selaku wakil yang sa.b dari 
Pemerintah Kota dalam pe)aksaoaan Tugas Kedinasan. 

13. Penerirnaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan adalah 
Gratifikasi yang diterimah oleh Insan Pemerintah Kota berdasarkan 

kontrak yang sah dan/ atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi 

yang telah dilakukan. 
14. Jamuan rnakan adalah pelaksanaan kegiatan rnakan minum besaroa­ 

sama antara Insan Pemerintah Kota dengan Pihak Ketiga. 
15. Jamuan Olahraga adalah pelaksanaan kegiatan olahraga besarna-sama 

antar lnsan Pemerintah Kota dengan Pihak Ketiga. 
16. Pelapor adalah Insan Pemerintah Kota yang bekerja untuk dan at.as 

nama Pemerintah Kota termasuk anggot.a keluarga inti 
(suami/ istri,anak). 

17. Penerima adalah setiap lnsan Pemerintah Kot.a Palopo. 
18. Penerirnaan GratifJrasi adalah saat Insan Pemerintah Kota yang 

bersangkutan mengetahui; 
19. PenoJalcan ada]ab setiap lnsan Pemerintah Kota maupun Pihak Ketiga 

yang melakukan penolakan atas penerirnaan garatifikasi yang terkait 
dengan implementasi pengendalian gratifikasi; 
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20. Pemberi adalah pihak Ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan 

Pemerintah Kota, dan melakukan pemberian gratiflkasi yang terkait 

dengan implementasi pengendalian garati6kasi; 

21.  Peminta adalah setiap Insan Pemerintah Kota yang melakukan 

permintaan grati6kasi yang terkait dengan implementasi pengendaJian 
gratifikasi; 

22. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau Badab bulrum yang /  

sedang / diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja yang 
terkait penerimaan, pemberian dan permintaan grati6kasi; 

23. Unit pengendalian gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah tim 

kerja dibawah lnspektorat yang melakukan fungsi pemantauan dan 

pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota; 

24. Entertainment adalah hiburan / pertunjukan yang diberikan kepada 
lnsan Pemerintah Kota; 

A. BAB U  

TUJUAII DAii RUAIIG LIIIGKUP 

Raglan Keaatu 

TqjaaD 

Pasal 2  

Tujuan dari penyusunan pedoman pengendalian grati6kasi adaJah untuk 

memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan Pemerintah Kota yang 

berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan pennintaan grati6kasi di 

Lingkungan Pemerintah Kota agar mendorong terlaksananya tatakelola 

Pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. 

Pasal 3  

Ruang Lingkup penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi adaJab 
mengatur prinsip kehati-batian dengan etika penerimaan, pemberian dan 

pennintaan gratifikasi dan mekanisme pelaporan. 
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BAB B  

KATBGORI GRA't1F•k481 

Baglaa Kesata 

Penerim••a Gratiftkast 

Pasal 4  

Penerirnaan gratifikasi terdiri dari: 

a. penerirnaan gratifikasi yang dianggap suap; 

b. penerirnaan gratiflkasi daJarn kedinasan; 
c. penerimaan gratiflkasi bukan suap clan bukan kedinasan 

Paragraf 1 

Penerimaaa Gratiftkasf Yang Dianggap Baap 

Pasal 5 

Penerirnaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagairoana dimaksud daJarn 

pasal 4 huruf a antara lain termasuk namun tidak terbatas pada: 

a. Penerirnaan uang terima kasih dari Pihak Ketiga/rekanan kerja setelah 
proses leJang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan 

penerima; 

b. Penerimaan hadiah daJam arti yang luas 

c. Penerirnaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang 

diterima petugas/pejabat panitia pengadaan barang/jasa dari penyedia 
barang/jasa terkait proses pengadaan barang/jasa yang sedang 
dijalankan; 

d. Penerirnaan daJarn bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang 

r-,., diterima Insan Pemerintah Kota dari proses awal sarnpai dengan proses 
penyelesaiannya di bidang perizinan/non penzman, mutasi 

kepegawaian, penyusunan anggaran, penyelesaian dalam penanganan 

kasus/ sengketa hukum, penempatan kerja, penerirnaan clan 

penempatan peserta didik dan/ atau lainnya yang dapat menimbulkan 

gratifikasi; 
e. Penerirnaan daJarn bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang 

diterima Insan Pemerintah Kota dari pihak ketiga sebagai hadiah atas 

Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin; 

f. Penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh lnsan Pemerintah Kota dari 

pihak ketiga; 
g, Penerirnaan uang/barang oleh Insan Pemerintah Kota termasuk 

istri/ suami dan anak dalam kegiatan suatu pesta pemikahan, 
kelahiran, ulang tahun, hari raya adat, kedukaandan hajatan lain dari 

pihak ketiga yang melebihi batas kewajaran sebesar Rp. 1.000.000,­ 

(satujuta ribu rupiah) dari masing-masing pihak pemberi; 

6 



h. Penerimaan fasilitasi entertainment, fasilitas wisata, clan voucherdaJam 
kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajibanlnsan 
Pemerintah Kota dari pihak ketiga; 

i. Penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) yangtidak berlaku 
umum pada saat Insan Pemerintah Kota membelibarang dari pihak 
ketiga yang sedang bermitra denganPemerintah Kota; 

Pua. 1 6  

(1) Penerimaan grati6kasi sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5 wajib 
ditolak:, kecuali dalam kondisi tidak: dapat dilakukan penolakan 
dikarenakan antara lain: 
a. tidak diketahui proses,waktu, maupun lokasi pemberiannya serta 

tidak diketahui identitas dan alamat pemberi; 
b. penolakan menyebabkan terganggunya hubungan clan atau nama 

baik Pemerintah Kota; 
� (2) Penerimaan clan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus dilaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja sejak penerimaan gratifikasi; 

Paragraf2 

Penerimaau Grattftkasi Dalam KedlnaMn 

Pasal 7  

Penerimaan Gratifikasi daJam kedinasan sebagaimana dimaksud daJam 
Pasal 4 huruf b antara lain termasuk. namun tidak: terbatas pada: 
a. Penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku atau jamuan 

makan dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban 
Insan Pemerintah Kota dari instansilembaga berdasarkan penunjukan 

dan penugasan resmi dari instansi/ lembaga lain; 
b. Penerimaan plakat, vendel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, 

lokakarya, pelatihan yang keikutsertaannya didasarkan pada 

penunjukan dan penugasan resmi dari Pemerintah Kota; 

c. Penerimaan hadiah pada waktu kegiatan kontes/kompetisi terbuka 

dalam kedinasan. 
Pasal 8 

Peneriroaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib 
dilaporkan kepada UPG jika penerirnaan da]am bentuk uang atau barang 

yang melebihi standar harga barang yang ditetapkan oleh Pemerint:ah Kota. 

Paragraf3 

Penerlmaan Grattftkasi Baba Saap Dall BaJam Kedlnasan 

Pasal 9  

Penerimaan gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana 
dimaksud da]am Pasal4 huruf c adalah: 
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a. Hadiah langsung/unclian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau 

souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan 
kedinasan; 

b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis 

(kejuaraan/perlombaan/kompetensi) dengan biaya sendiri dan tidak 

terkait dengan kedinasan; 

c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana,investasi 

atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secaraumum dan tidak 
terkait dengan kedinasan; 

d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan,yang tidak 

terkait dengan tugas pokok clan fungsi dari InsanPemerintah Kota serta 
tidak melanggar konflik kepentingandan kode etik pegawai; 

e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah da]am garisketurunan lurus 

dua dera.jat atau daJarn garis keturunan kesamping satu derajat 

sepanjang tidak mempunyai konfiikkepentingan dengan penerima 

gratifikasi; 

f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda (hubungan/pertalian 
keluarga karena perkawinan) da]am garisketurunan lurus satu derajat 
atau daJarn garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak 

mempunyai konflikkepentingan dengan penerima gratifikasi; 

g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluargasebagairnana 

dimaksud pada huruf e dan huruf f terkaitdengan hadiah perkawinan, 

khitanan anak, ulang tahun,kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan 
bukan dari pihak-pihakyang mempunyai konflik kepentingan dengan 
penerimagratifikasi; 

h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah ataubencana dan 
bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konfiikkepentingan dengan 
penerima gratifikasi; 

i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, 

workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku 

secara umum antara Jain berupa seminar kits, sertifikat; 
j. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan da]arn bentuk 

hidangan/ sajian/jamuan berupa rna.kanan dan minuman yang berlaku 
umum. 

PasallO 

Penerimaan gratifikasi sebagairnana dimaksud daJam Pasal 9 dapat diterima 

dan dimjljki oleh Insan Pernerintah Kota tanpa ada kewajiban melaporkan 

kepada UPG. 

Baglan Kedaa 

PenoJakan Gntiftkasi 

PuaJ n 

Penolakan penerirnaan gratifikasi oleh Insan Pemerintah Kota disampaikan 

dengan sopan dan santun serta menjelaskan ketentuan gratifikasi kepada 

pihak pemberi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai 
bagian dari sosialisasi. 
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Raglan Ketlga 

Pem.bedan Gntffikasi 

Pual l2  

Setiap Insan Pemerintah Kota dilarang memberikan suatu pemberian 
dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap yaitu pemberian 
daJam hubungan dengan jabatannya clan berlawanan dengan tugas clan 
kewajibannya. 

Pasal 13 

( 1) Pemberian kepada pihak ketiga dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota 
kepada: 
a. Korporasi, instansi pemerintah, instansi pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupatenfkota lain; atau 
� b. Orang-perorangan. 

(2) Ketentuan pemberian kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a antara lain: 
a. pemberian ditujukan langsung kepada korporasi, instansi 

pemerintah, instansi pemerintah provinsi, atau pemerintah 
kabupaten/kota lain; 

b. penerima merupakan wakil dari korporasi, instansi pemerintah, 
instansi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain 
yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi penerima; 

c. pemberian tidak bertentangan dengan aturan peneriroaao 
gratifikasi yang berlaku di instansi penerima; 

d. pemberian tidak untuk tujuan suap/ gratifikasi yang dianggap suap. 
(3) Ketentuan pemberian kepada pihak ketiga sebagairoaoa diroaksud 

pada ayat ( 1) huruf b antara lain: 

a. Pemberian dalam bentuk hadiah, fasilitas/akomodasi yang berlaku 

umum dan diberikan kepada setiap orang; atau 
b. Pemberian sumbangan atau pemberian lainnya yang bersifat resmi 

clan berlaku umum daJarn rangka kegiatan sosial, sosialisasi/temu 
wicara Walikota. 

Pasal14 

Pemberian kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud daJaro Pasal 13 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Pemberian akomodasi atau jamuan makan, atau barang,kepada wakil 

korporasi, insta.nsi pemerintah, insta.nsipemerintah provinsi, atau 
pemerintah kabupaten/kota lainyang sah dalam rangka kegiatan 
pertemuan(rapat/ gathering/ sosialisasi/workshopJ yang 
merupakanagenda dan/ atau pengamanan yang dilaksanakan 

olehPemerintah Kota; 

b. Pemberian daJarn bentuk sponsorship atau sumbanganberdasarkan 

proposal resmi dari korporasi, instansipemerintah, instansi pemerintah 

provinsi, atau pemerintahkabupaten/kota lain yang mengajukan. 
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BAB IV  

PERIIIRTAAR GRATIFIKASI 

Pasal 15 

(1) Insan Pemerintah Kota apabila diminta untuk memberikan gratiflkasi 

yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendalmya melakukan 
penolakan secara sopan dan santun terhadap permintaan tersebut 

dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan aturan gratifikasi 
kepada pihak ketiga dan apabila diperlukan dapat menyampaikan 

Peraturan Walikota ini sebagai bagian dari sosialisasi. 

(2) Apabila permintaan menjurus kepada pemerasan dan/ atau 
peroaksaan yang terkait dengan kelancaran organisasi Pemerintah 

Kota, roaka Insan Pemerintah Kota agar segera melaporkan permintaan 

tersebut kepada UPG. 
(3) Ata.s laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPG melakukan 

kajian da]am kaita.n dengan ketentuan pengendalian gratifikasi, dan 
apabila diperlukan dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang 

berkompeten termasuk pihak KPK. 

BAB V  

PEIIGBicOLA GRATW•k481 

Pasall6 

(1) Pemantauan dan pengendaJian gratifikasi di lingkungan Pemerintah 

Kota. dilaksanakan oleh UPG yang merupakan unit ketja ad-hoc yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepa.da Walikota melalui 

lnspektorat. 
r"'.. (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa 

pera.ngkat daerah yang berasal dari unsur Pengawas Intern, Badan 
Kepegawaian Daerah, perangkat daerah bidang Pelayanan Publik, 

Bagi.an Hukum dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota. 
(3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk dan ditetapkan 

dengan Keputusan Walikota. 

Pua117 

Tugas dan Wewenang UPG : 

a. menerima pelaporan gratifikasi dari lnsan Pemerintah Kota. dan 

meminta pemenuhan kelengk:apan dokumen yang diperlukan paling 

Iambat 7 (tujuh) kerja; 
b. menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK paling lam.bat 30 (tiga 

puluh) hari kerja; 
c. melakukan konfirmasi langsung ata.s laporan grati6kasi daJaro 

kedinasan kepada penerima, pemberi atau pihak ketiga lainnya yang 
terkait dengan kejadian penerirnaan/pernberian gratifikasi; 
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d. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK 
atas nama Pemerintah Kota Palopo dalam pelaksanaan Peraturan 
Walikota ini; 

e. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi 
daJam kedioasan oleh Pemerintah Kota maupun oleh penerima; 

f. meminta data informasi kepada perangkat daerah dan/ atau Insan 
Pemerintah Kota terkait pemantauan penerapan 
gratifikasi; 

g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Intern 
apabila terjadi pelanggaran Peraturan Walikota oleh lnsan Pemerintah 
Kota dan melaporkan basil penanganan pelaporan gratiflkasi kepada 
KPK dan Walikota melalui Inspektorat Kota 

Pual 18 

Dalam hal penerimaan gratiflkasi yang direkomendasikan oleh KPK untuk 
� dikelola Pemerintah Kota, selanjutnya UPG dapat menentukan 

pemanfaatannya dengan altematif: 
1. Dikembalikan kepada pemberi gratiflkasi; 
2. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; atau 
3. Dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota untuk keperluan operasional 

pemerintahan, perpustakaan atau untuk barang display basil 

pelaporan gratifikasi. 

BAB VI  

PROSEDUR DAii MEKAJIISME PEIIGELOLAAII GRATIF•k4SI 

Paaal 19 

f"""'. Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

BAB VII 

SOSI4U8481 

Pual 20  
Dalam rangka menjamin bahwa Peraturan Walikota ini dapat diketahui oleh 
seluruh Insan Pemerintah Kota serta seluruh pihak ketiga yang 
berhubungan dengan Pemerintah Kota, maka perlu melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 
a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi 

(hadiah/fasilitasi) pada setiap pengumuman daJarn proses penerimaan 

berkas pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan 
barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada 
pihak ketiga lainnya; 
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b. UPG secara. terus-menerus memberikan informasi kepada seluruh 

lnsan Pemerintah Kota m.aupun pihak ketiga terkait dengan adanya 

Peraturan Walikota ini; 

c. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang memiliki 

hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk menyampaikan Peraturan 

Walikota ini kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah Kota; 

d. memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait 

dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman gratlfikasi; 

e. UPG memonitor pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan memberikan 

laporan secara berkala kepada lnspektorat mengenai implementasinya, 

termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya Peraturan 

Walikota ini. 

BABVID 

PROSES PBLAPORAII 

Pual 2 1  

(1) lnsan Pemerintah Kota atau pihak ketiga yang mengetahui adanya 

pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan 

Walikota ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud kepada 

UPG sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Walikota menjamin bahwa proses pelaporan gratifikasi yang dilakukan 
oleh Insan Pemerintah Kota m.aupun Pihak Ketiga akan dijaga 
kerahasiaannya. 

Pual22 

Proses pelaporan pengendalian gratlfikasi antara lain sebagai berikut: 
a. setiap lnsan Pemerintah Kota wajib melaporkan penerimaan gratifikasi 

� yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG 

paling lambat 7 (tujub) hari kerja sejak penerimaan gratlfikasi dengan 

menggunakan formulir 1; 
b. setiap lnsan Pemerintah Kota wajib melaporkan penolakan atas 

pemberiangratifikasi kepada UPG dengan menggunakan formulir 2; 
c. Setiap Insan Pemerintah Kota wajib melaporkan pemberian kepada 

pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian dengan 
menggunakan formulir 3; 

d. setiap lnsan Pemerintah Kota wajib melaporkan kepada UPG 
permintaan dari pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan 
dan/ atau pemaksaan yang terkait dengan kelancarao penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dengan menggunak:an formulir 4; 

e. UPG menyampaikan laporan penanganan dan tindak: lanjut pelaporan 
penerimaan, penolakan, pemberian dan permintaan gratlfikasi kepada 
Walikota dengan menggunakan formulir 5; 

f. UPG menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan 
Penerimaan Gratlfikasi kepada KPK dengan menggunak:an formulir 6 
dengan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Walikota; 
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g. UPG menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan Atas Pelaporan 
Penerimaan yang dikelolanya setiap bulan kepada KPK dengan 
menggunakan formulir 7 dengan surat pengantar yang ditandatangani 
oleh Walikota. 

Paaal 23 

Formulir-formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tercantum dalam 
Lampiran ll yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

Paaal 24 

Pelanggaran yang dilakukan oleh lnsan Pemerintah Kota atau pihak ketiga 
terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABIX 

KETENTUANPEl'JUTUP 

Paaal 25 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. 

l"l.LAH DIPERIKSA PA RAF TANG GAL 

1. Sekretar.s Kota ) 

2. P.,isten ..... ./ ........... -,. t: 

3. 1\;ib.:ie ..... !!.'!.� ...... 
' 

4. Kasubag .. .!.'!.'!. ....... �·-;i ..... 1.,,1 �-... 
. 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 13 Pebruari 2017  

WALIKOTA PALO 

M. JUDAS AMIR 

kan di Palopo 
ggal 13 Pebruari 2017 

:"fi/KRE:TARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

J UDDIN 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHON 2017 NOMOR 2 7 
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LAIIPIRAII I 

PBRATURAII WALIKOTA PALOPO 

IIOIIOR TABUII 

TE11TAIIG : PBDOIIAII' PEIIGE11DALIAII GRATU-• k ASI DI LIIIGKUllGAJI 

PBIIERIIITAB KOTA PALOPO. 

PROSBDUR DAii JIRKAIIISIIB PUGELOLAAII GRATU-ikASI 

I. Laporan Penerimeen Grattftbsi 

a. Insan Pemerintah Kota 

1. Mengisi formulir laporan penerirnaan gratifikasi; 

2. Menyerahkan formulir laporan penerirnaao gratifikasi yang telah 

dilengkapi deogan dokumen-dokumen terkait roaksirnal 7 (tujuh) 

hari kerja kepada UPG. 

b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 

1. Menerima formulir laporan peoeriroaan grati6Jrasi dari insan 

pemerintah kota beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari : 

a) Foto/dokumentasi hadiah/ gratifikasi; 

b) Copy surat perintah tugas untuk mengikuti kegiatan seminar, 

pelatihan/ dildat; 

c) Bentuk peneriroaao dan pemberian hadiah/ gratifikasi 

d) Identitas pegawai yang diduga menerima (nama lengkap dan 

unit kerja); 

e) Dugaan pihak yang memberikan hadiah/ gratifikasi (pemyataan 

tertulis); 

f) Rentang waktu dan lokasi terjadinya penerimaao (pemyataan 

tertulis); 

g) Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan hadiah/ 

gratifikasi. 

2. Mencatat formulir penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi 

kedalam register laporan penerimaan. 

3. Memeriksa. formulir Iaporan peneriroaan hadiah/gratifikasi yang 

telah diisi dengan lengkap dan benar serta melakukan verifikasi 

atas kelengkapan dokumen-dokumen terkait. Bila formulir tidak 

lengkap dapat meminta dokumen tambahan lainnya kepada pelapor 

4. Memberikan stempel lengkap serta paraf pada Iaporan gratifikasi 

apabila formulir laporan telah diisi dengan lengkap clan benar. 
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Proses penerimaan dan penelitian dokumen formulir laporan dari 

penerima dan pemberi hadiah/ grati6kasi maksimal 2 hari kerja. 

D. Review Atas Pelaporm oleh Unit Peagend•Jl•a Grattflka•i 

a. Memeriksa, memilah dan menganalisa laporan penerim.aan dan 

pemberian hadiah/ gratifikasi; 

b. Memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG 

atau oleh KPK; 

c. Apabila berdasarkan basil pemeriksaao proses pelaporan menjadi 

kewenangan KPK, make UPG meneruskan basil laporan penerimaan 

dan pemberian hadiah/ grati6kasi kepada KPK; 

� d. Apabila berdasarkan basil pemeriksaan proses pelaporan menjadi 

kewenangan UPG, maka UPG melanjutkan proses analisa pelaporan. 

m. Penyerabaa Penenganpn Pelaporan Badiah/Grattflbsi Ire KPK 

a. UPG mengisi formulir penyerahan penaogaoan pelaporan ke pihak 

KPK; 

b. UPG menyerahkan formulir penyerahan penaoganan beserta 

dokumen pendukung kepada Sekretaris Daerah untuk 

ditandatangani; 

c. UPG menerima kembali formulir beserta dokumen pendukung yang 

telah ditaodatangani oleh Sekretaris Daerah; 

d. UPG mengirimkan formulir yang telah ditandatangani beserta 

,� dokumen pendukung kepada pihak KPK. 

IV. 4a•Ji•i• Penentaan clan Pemenfestan Gntiflbsi 

a. UPG menganalisis laporan yang telah mendapat rekomendasi menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Kota Palopo dengan menggunakan 
ketentuan etika dan aturan Pengendalian Gratifikasi sebagai dasar 
analisis; 

b. UPG menentukan pihak yang berhak menerima hadiah/ gratifikasi, 

apakah instansi atau penerima beserta tata cara pemanfaatan atas 
objek hadiah/ gratifikasi yang dilaporkan; 

c. UPG memberikan rekomendasi pihak yang berhak menerima 
hadiah/gratiflkasi, apakah instansi atau penerim.a dan tata cara 
pemanfaatan objek hadiah/ grati6kasi kepada Sekretaris Daerah; 

d. Bekretaris Daerah menerima basil rekomendasi dari UPG, memeriksa 
kebenaran analisa laporan, memberikan persetujuan dan 

menandatangani apabila basil rekomendasi telah sesuai dengan 
ketentuan; 

e. UPG menerima kembali putusan rekomendasi pihak penerima 

hadiah/ gratifikasi apakah instansi atau penerima untuk kemudian 
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disampaikan kepada pihak yang berhak memanfaatkan objek 

gratifikasi; 

f. UPG melaksanakan keputusan rekomendasi apabila hasil penentuan 

pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak instansi, maka hasil 

pemanfaatan akan disumbangkan kepada yayasan sosial, atau 

dikembalikan kepada pihak pemberi gratifikasi. Apabila hasil 

penentuan pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak penerirna, 

maka UPG meneruskan hasil penentuan pemanfaatan objek 

gratifikasi kepada penerima/ pelapor dan melakukan monitoring alas 

tindak lanjut penentuan pemanfaatan tersebut, 

V. Rekapitulasi Penanganan clan Tindak Lanjut Gratifikaei 

a. UPG membuat surat pengantar rekapitulasi penerimaan laporan 

gratifikasi, proses pelaporan dan perkernbangan tindak lanjut 
ataspenentuan pemanfaatan gratiflkasi di Pemerintah Kola Palopo 

keKPK; 
b. UPG menyerahkan Surat Pengantar ke KPK dan rekapitulasi 

besertadokumen pendukung kepada Walikola melalui Sekretaris 

Daerah; 

c. Sekretaris Daerah menerima hasil rekapitulasi atas penanganan 

pelaporan dan perkernbangan tindak lanjut penentuan pemanfaatan 

beserta dok:umen pendukung, memeriksa dan memastikan bahwa 

hasil rekapitulasi telah dibuat dengan benar, membubuhkan paraf 

pada surat pengantar ke KPK dan meneruskan kepada Walikola surat 

pengantar rekapiltulasi alas penanganan laporan gratifikasi dan 

perkernbangan tindak lanjut alas penentuan pemanfaatan gratifikasi 

beserta dokumen pendukung untuk ditandatangani dan disampaikan 

ke KPK; 

d. UPG mengirimkan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh 

Walikola dan diparaf Sekretaris Daerah berikut hasil rekapitulasi 

kepada KPK; 

e. UPG mengarsipkan copy surat pengantar dan hasil rekapitulasi, 

ll.tAH OIPERIKSA 

1. Sekretaris Kota 

2. Asis!en ./. . 

3. Kabag 8!�.'f.?'. . 

TANGGAL I 
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LAMPIRAND 

PERATURAl'f WALIKOTA PALOPO 

NOMOR27TAHUN 

TENTANG : PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PALOPO 

FORMULIR-FORMULIR 

l. Formulir 1 

II. Formulir 2 

lll. Formulir 3 

IV. Formulir 4 

v. Formulir 5 

Laporan Penerimaan 

Laporan Penolakan Gratiflkasi 

Laporan Pemberian Gratifikasi 

Laporan Permintaan Gratifikasi 

Laporan penanganan dan tindak lanjut pelaporan 

penerimaan, penolakan, pemberian dan 

permintaan gratifikasi 

VI. 

VII. 

Fonnulir 6 

Formulir 7 

Lembar Pemyataan Penanganan Atas Pelaporan 

Penerimaan Gratifikasi 

Lem bar Rekapitulasi Penanganan Atas Pelaporan 

Penerimaan Gratifikasi 

r-- ·  - 
··-� 

t) J,i; o;p[RIKSA PARfF TANG GAL 

l. Sckrctor;s Kota 
. . 

1 2 .  '.sic'.rn ....... .1. ......... 'If- 

/flJ 3. ''.,iJ .. � ...... t!..lf.'!:.':'.:!'!.. 

- . . . .  P.:.:P.. .... t- · •  
'  

- .  --'--·�·- 

WALIKOTA PALO 

• JUDAS AMIR 
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